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Administrasi Jakarta Timur.
penghasilan tambahan pegawai di PTO% & dalam meningkatkan kinerja pegawai.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskrlptlf dan kualitatif dengan menggunakan teori
efektivitas dari William N Dunn dan juga menggunakan teori pertunjukan dari Wirawan. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (10 informan), dokumentasi dan observasi.
Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan tambahan pegawai cukup efektif
untuk meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi,
penghasilan tambahan pegawai menjadi motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan Kkinerjanya.



Kesimpulan: Penghasilan tambahan pegawai cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai.
namun, pemerintah menemui beberapa kesulitan dalam proses pelaksanaan program tersebut.
Walaupun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektifitas program, namun pegawai di
Dinas Ketenagakerjaan, Tata Usaha dan Tempat Umum di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Timur, antara staf dan pimpinan, saling bekerjasama untuk memecahkan masalah tersebut.
Kata kunci: Efektivitas; Tambahan Penghasilan Pegawai; Kinerja; Pegawai Negeri Sipil;
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1.2. Kesenjangan Masalah yang D18
Tinggi rendahnya kinerja pegawai dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan pegawai dalam
menuntaskan segala beban organisasi. Hal ini membuat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
tertinggal bila dibandingkan dengan Pemerintah Kota Medan. Provinsi Sumatera Utara memiliki
Tambahan Penghasilan Pegawai jauh lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun pada kenyataannya PNS Provinsi Sumatera Utara terkhusus Pemerintah Kota Medan
memperoleh tambahan penghasilan yang kecil tetapi instansi tersebut meraih penghargaan pada ajang

e : BfThan pegawai negeri sipil.



BKN awards 2021 yang diselenggerakan oleh Badan Kepegawaian Nasional dalam rangka apresiasi
kepada instansi yang mampu menjalankan butir-butir manajemen yang telah ditetapkan oleh BKN
salah satunya yaitu manajemen kepegawaian. Pemerintah Kota Medan meraih terbaik kedua pada
pada BKN awards 2021 dalam kategori Pemerintah Kota Tipe A atas pencapaiannya dalam
Implementasi Penilaian Kinerja.
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerlntah Kota Administrasi Jakarta Timur masih
tertinggal bila dibandingkan dengan Pemerinia :
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sehingga seharusnya dapat lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, metodenya yang digunakan
menggunakan deskriptif kualitatif juga berbeda dengan penelitian Darmayanti, Piani, Ari & Sipayung,
lestari maupun Yulianti. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian
sebelumnya yakni menggunakan pendapat efektivitas dari William N Dunn (Dunn, 2003) yang
menyatakan bahwa efektivitas diukur melalui 5 hal, yaitu: Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan,
Responsivitas dan Ketepatan. Sementara itu, kinerja menggunakan pendapat Wirawan yang




mengemukakan kinerja dalam beberapa indikator, yaitu: Hasil Kerja, Perilaku Kerja, dan Kepribadian
(Wirawan, 2009).

1.5.  Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai
efektivitas tambahan penghasilan pegawai terhadap kinerja pegawai di Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekreta Kota Administrasi Jakarta Timur.
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Kota Administrasi Jakarta
1. Dimensi Efisiensi

Efisiensi merupakan ukuran sejauh mana program penambahan pegawai dapat berdampak pada
klasifikasi kinerja pegawai yang bersangkutan. Dimensi efisiensi dalam penyediaan TPP dianalisis
melalui kriteria hubungan antara output dan tujuan yang ditetapkan. Pemerintah memberikan hak atas
penghidupan yang layak bagi pegawainya, sehingga pemerintah menuntut tanggung jawab pegawai
untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Untuk menghindari penyalahgunaan Penghasilan Tambahan
Pegawai, pemerintah membuat Program Berbasis Web yaitu E-TPP. E-TPP merupakan sistem yang



digunakan untuk mempermudah dalam memantau kinerja pegawai. E-TPP merupakan regenerasi dari
E-Kinerja.
Ada beberapa tujuan program berbasis web yang ditujukan kepada pimpinan di suatu instansi/unit
kerja, antara lain: (1) Memonitor Absensi, (2) Memantau Disiplin Kumulatif, (3) Memonitor
Pembayaran Makan, (4) Memonitor Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, (5) Membuat dan
Memonitor Laporan Kinerja ASN, dan (6) Membuat Target Kinerja Pegawai, dan (7) Melakukan
Penilaian Kinerja ASN (Admin, 2022). Dengag arget kinerja karyawan akan selalu terpantau
ibagi I iwulag Mawan perlu memberikan kemajuan
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Community). Pengaduan yang masuk gesegera diproses dalam waktu 6 jam, jika
pengaduan tidak diproses dalam jangka waktu lebih dari 6 jam, dinyatakan kinerja Walikota Kota
Administrasi yang bersangkutan mengalami penurunan kinerja dan mengalami penurunan Kinerja.
berdampak pada pengurangan TPP untuk semua tingkatan di bawah Pemerintahan Setda Kota.

4. Dimensi Responsivitas

Untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai
dengan tujuannya, maka perlu diketahui feedback kebijakan berupa responsiveness. Hasil wawancara



dengan Kepala Seksi Kepegawaian, Tata Laksana, dan Pelayanan Umum Sekretariat Administrasi
Kota Jakarta Timur, ditemukan bahwa pemberian TPP mungkin terkesan berlebihan dalam jumlah
besar. Menurutnya, hal ini sangat sepadan dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan para pegawai.
Selain itu, tinggal di kota besar menjadi tantangan tersendiri bagi karyawan itu sendiri. Tingkat
kebutuhan semakin meningkat sedangkan harga yang beredar di pasaran juga semakin meningkat.

juga menyatakan setuju dan mendukung penuh program TPP. Menurutnya, wajar jika manusia
bersikap realistis, setiap orang bekerja i kebutuhannya sehlngga pemberian TPP
menjadi salah satu motivasi terkis .
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pegawai untuk bekerja sesuai dengan-teg gmgsinya serta tidak melakukan pekerjaan
yang berlebihan yang dapat menyebabkan pegawal mengalami tekanan atau kelelahan. Sementara itu,
bagaimana nilai pekerjaan yang telah dilakukan tidak selalu sempurna. Kesalahpahaman yang sering
terjadi antara kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pegawai yang bertindak
sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Namun, untuk menghindarinya, para pimpinan di Bagian
Kepegawaian, Tata Usaha, dan Pelayanan Publik Sekretariat Pemkot Jakarta Timur melakukan cross
check setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai. Adanya upaya dari pimpinan dan karyawan untuk



mengurangi kesalahan penulisan dan ejaan, sehingga hasil kerja yang dilihat dari kriteria mutu dapat
berjalan dengan baik dan semakin baik setiap harinya.

7. Dimensi Perilaku Kerja

Dimensi perilaku kinerja dilihat berdasarkan dua kriteria, yaitu perilaku kerja dan perilaku pribadi.
Perilaku kerja berkaitan langsung dengan tugas atau pekerjaan karyawan, misalnya disiplin kerja dan
kesabaran karyawan. Sedangkan menurut seorang pegawai di Bagian Pelayanan Publik, motivasi
utama pegawal untuk menlngkatkan perilakuLk alabh melalui pengendallan tambahan pendapatan
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Penghasilan Pegawai, hanya saja p esual dengan sikap dan perilakunya,
pemimpin perlu aktif untuk mengetahui bagaimana karyawan bekerja. Berdasarkan wawancara
dengan salah satu pegawai di Bagian Personalia, Erind Chrisinina Prasetyo pada 6 Januari 2022, yang
mengatakan bahwa seharusnya ada beberapa pegawai yang menerima TPP tidak penuh. Hal ini bisa
saja terjadi karena pimpinan tidak aktif mencari tahu kebenaran di lapangan dan merasa kasihan
kepada pegawai yang bersangkutan sehingga yang seharusnya dijadikan pelanggaran berhenti menjadi
masalah internal. Hal ini tentunya memberikan kesan tidak adil kepada beberapa pegawai lainnya,
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sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan berujung pada konflik antar kelompok maupun
individu.

3. Dimensi Kesamaan

Setiap pegawai memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Pada Divisi
Kepegawaian, Manajemen dan Pelayanan Publik, terdapat tiga seksi yang menangani hal-hal yang
berbeda. Ada satu bagian yang mengatur masalah kepegawaian, satu bagian untuk manajemen dan
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kepada pegawai sehingga dapat langsung menilar cara kerjanya.

6. Dimensi Hasil Kerja

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sistem
pemerintahan untuk memperlancar arus birokrasi. Penyesuaian dan pembenahan sistem pemerintahan
berdampak pada lahirnya aturan-aturan baru bagi suatu sistem dalam birokrasi. Hal ini berdampak
baik bagi masa depan lembaga tersebut; Namun, menjadi tugas besar bagi karyawan untuk dapat



beradaptasi dengan sistem baru dalam waktu singkat. Penyesuaian sistem baru ini menjadi
penghambat laju peningkatan kinerja pegawai khususnya pada Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
dan Pelayanan Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. diketahui bahwa Kinerja
pegawai melambat karena kurangnya sosialisasi tentang model SKP baru sehingga pegawai masih
belum terbiasa membuat model SKP baru sedangkan beberapa sistem dalam kepegawaian seperti
promosi mengharuskan melampirkan SKP sebagai salah satu syaratnya.

7. Dimensi Perilaku Kerja
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1. Dimensi Efisiensi
Pemberian TPP dapat berjalan dengan oa par merasakan keadilan dalam setiap jumlah
yang diterimanya . Berdasarkan peraturan tentang TPP, dijelaskan bahwa pemberian TPP melihat
pada kedudukan, pangkat dan golongan serta perilaku kerja. Jika ada perbedaan antara satu dengan
yang lain, terutama dalam hal perilaku kerja, maka akan menyeimbangkan bentrokan antara kelompok
dan kelompok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperbarui sistem E-TPP agar dapat
memberikan pengawasan penuh terhadap cara kerja pegawai. Dengan adanya on-cam atau face
recording, tidak akan ada kesempatan bagi karyawan lain untuk kabur dan mangkir dari tanggung



jawabnya. Selain itu, pegawai cenderung mangkir secara nyata tanpa bisa berniat menipu pimpinan.
Jika fitur-fitur ini dikembangkan, maka pengawasan kepemimpinan akan jauh lebih mudah. Pimpinan
tidak perlu menanyakan kebenaran kehadiran seorang pegawai kepada pegawai lain yang berpotensi
'bias’, melainkan hanya melalui catatan kegiatan yang muncul dari laman E-TPP. Pemimpin juga
punya keinginan sendiri untuk tidak ikut campur. Regulasi perlu dibuat dan perlu dikembangkan
sistem agar pengawasan dan pengendalian kinerja pegawai dapat berjalan dengan lancar.

2. Dimensi Kecukupan
Dukungan kepemimpinan kepada
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4. Dimensi Responsivene li) A I'x |
Sistem integrasi TPP atau e-TF I N D A-\’ antau pekerjaan pegawai. Meski

sudah baik dan sudah berjalan sebagaiffia etap perlu adanya aturan yang mengatur
Kinerja pegawai yang mungkin sedikit melenceng Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah
ditaati secara ketat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini
dikarenakan tuntutan masyarakat terhadap kinerja PNS yang baik semakin meningkat dan partisipasi
politik masyarakat yang semakin terbuka membuat apapun hal buruk yang terjadi pada PNS DKI akan
menjadi hangat dari mulut ke mulut di seluruh daerah. Ancaman yang membawa gaji ini sangat efektif
dalam meningkatkan kinerja pegawai. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang
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dalam masa sulit, karyawan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga secara tidak
langsung akan menjauhi segala bentuk pelanggaran dan fokus pada pengembangan diri guna
menghasilkan jumlah nominal yang lebih besar. uang.
Selain dukungan internal pegawai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari dan memberikan
keterlibatan penuh dalam pengembangan dan peningkatan kinerja pegawai. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta terus memberikan inovasi kebijakan dengan menyesualkan kondisi yang terjadi di lapangan.
Pemerintah selalu berusaha mengikuti danmemberikan ‘fasilitas' terbaik bagi PNS Provinsi DKI
’ akarta juga memberikan kemudahan
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Perubahan perilaku ini dapat dikatakan cepat karena pegawai menyesuaikan keadaannya dengan
pimpinan. Untuk itu Bagian Personalia, Manajemen, dan Pelayanan Publik mengutamakan pemberian
keteladanan kepada pegawai agar pegawai dapat segera menyesuaikan dan melekatkan perilaku kerja
dan perilaku pribadi yang baik dari pimpinan.

8. Dimensi Kepribadian
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Pegawai Bagian Personalia, Administrasi, dan Pelayanan Publik cenderung memiliki sifat yang bisa
dikatakan dekat dengan introvert. Mengetahui hal tersebut, Kepala Divisi Personalia, Manajemen, dan
Pelayanan Publik melakukan serangkaian cara untuk meningkatkan partisipasi pegawai dalam
pengembangan organisasi. Salah satunya dengan melibatkan karyawan dalam beberapa kegiatan yang
memicu mereka untuk tampil di depan umum. Selain itu, Kepala Divisi Kepegawaian, Manajemen,
dan Pelayanan Publik juga melakukan serangkaian kegiatan secara internal dalam rangka mendorong
keterampilan mereka di depan umum.

ajemen, dan Pelayanan Masyarakat
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4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya
Penulis menemukan faktor penghambat efektivitas tambahan penghasilan pegawai  untuk
meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil terjadi karena permasalahan pribadi yang dialami oleh para
pegawai.

IV. KESIMPULAN
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Penulis menyimpulkan bahwa program tambahan penghasilan pegawai dilihat dari lima dimensi
efektivitas dan tiga dimensi kinerja diketahui bahwa program TPP cukup efektif dalam memotivasi
pegawai untuk meningkatkan kinerja. Hal ini kemudian difasilitasi melalui laman E-TPP agar
pekerjaan pegawai dapat terpantau dan terkendali. Meskipun program TPP sudah cukup efektif tetapi
masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut untungnya tidak menghalangi peningkatan
Kinerja secara signifikan dan terus menerus, tetapl mampu mengganggu peningkatan kinerja setelah
program TPP diberikan. Kendala yang dihada an merupakan kendala yang sangat sulit untuk
diatasi sehingga, dilihat dari limas8 gensi kinerja, kendala yang dihadapi
dapay ditemukan solusig apa  dimensi  masih perlu
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